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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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WALTKOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 avat (3] Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momor 4 Tahun 2016
tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan
Pendidikan Nonformal Sejenis:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Pendidikan Nonformal Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang
Membentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan [ Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 1820 );

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-lUndangan ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
5234,

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56T,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua stas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pmyrl:hmmnan_ﬂnﬂdihn Tinggi dan Pengelolaan

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 5500,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman — Pengelolsan  Keuangan — Daerah
Sebaguimena telah diubah beberaps kali terakhir
Feraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubshan Hedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomeor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
revangan Daerah (Henta Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Feraturen Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun

L0007 tentang  Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
FPemenniah Daerah,

Feraturan Menten Pendidiksn dan Kebudayasn Nomor 59
Tahun 2012 trenmang Badan Akreditasi Nagional;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Fembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Romor 2036);

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudsyaan Nomor 04

Tahun 2016 tentang Allh Fungs: Sangger Kegiatan Belajar
menjad) Satuan Pendidiken Nonformal Sejenis;

Feraturan Dwerah Kots Banjermasin Nomor 3 Tahun 2014

tenitang  Pokok-Pokok Pengelolsan Keuasngan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Deerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
entang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasn (Lembaren Daerah Kots Banjarmasin Tahun
2016 Romor 7, Tembshan Lembaran Deerash Kota
Banjarmasn Nomor 404,

Persturan Deersh Kots Banjearmasin Nomor 17 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendspsten dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lemberan Daerah Kota Banjermasin Tahun
2016 Nomor 17)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA BSATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL KOTA BANJARMASIN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota im dimaksud dengan :

1.
2.

® N oW

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemenntah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

. Walikota adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarmasin.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SKB adalah nomenklatur Satuan
Pendidikan Nonformal.

Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnva disebut Satuan PNF adalah kelompok
layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar vang selanjutnya disingkat UPT
SKB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kota
Banjarmasin.

Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kota
Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Frogram PNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pmdidikankﬂcrampﬂandanpelaﬁhnukﬂja,pmdidikanmm
pendidikan lamn yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik.

Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah
Pmsmmpcndidﬂcanyangdjmjukankepadaanaksejaklahnﬁmwdm
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan ‘
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
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BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

SKB di alih fungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis,

Alih Tungsi 3KB menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat

[1) dilakukan dengan ketentuan sehagai berikut ;

A, SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur satuan PNF Sejenis yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

b, Tugas SKB diubah menjadi tugas satuan PNF Sejenis; dan

. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan,

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS, FLINGSI

Pasal 3

SKE vang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud
dalam PPasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis
operasional Dinas,
Satuan PNF SKB sebaganimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Satuan PNF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
IMnas.

Pasal 4

SKB vang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 memiliki tugas menyelenggarakan Program PHNF,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB

menyelenggarakan fungsi

a, pelayanan pendidikan nonformal;

b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
masyarakat; dan

¢. pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 5

SKB yvang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis berhak :

memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional,

memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;

memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan /[ atau up
kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan _ o
¢. menerbitkan ijazah dan / atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik

sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -
SKB vang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis wajib melaksanakan
penjamin mutu pendidikan nonformal sesuai Program PNE.

anps

BAB IV
SUSLNAN ORGANISASI

Pasal &

Susunan organisasi SKB vang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis
terdiri atas

a, Kepala;

b. Urusan Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jahatan Fungsional.
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aepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas
memimpin dan mengelola SKB yvang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF
Sejenis.

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf b menjalankan
tugas administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana
dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.

Badan organisasi, SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenia
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala Satuan PNF SKB adalah jabatan fungsional Pamong Belajar vang diberi
tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKE.

Urusan tata usaha menjalankan tugas administrasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 avat (3], meliputi tugas dibidang administrasi perencanaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi tatalaksana,
administras: rumah perlengkapan,; umum dan administrasi program PNE.

BAB V
TATA KERJA

Pasal B

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
menjalankan  tugas wajib  menerapkan prinsip keoordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan
organisasi lain di luar SKB vang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala dar
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya,

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 9

Repala Urusan Tata Usaha dan Kelompeok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laparan berkala kepada atasannya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/fatau Kepala dar
bawahannya, wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan
peturyuk kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala,

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha
dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku,



Jntuk pertama kalinya dibentuk SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan

PHNF, Kepala dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkannya Kepala yang
baru menurut Peraturan Walikota ini dan/atau sesuai Peraturan Perundang-
Undangamn.

(3] Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD 3SKB diubah menjadi sarana dan
prasarana satuan PHF SKB,

BAB VI
FEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biayva vang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKB yang
beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin,

BAH VII1
PENUTUP

Pasal 12

FPada saal berlakunya Peraturan Walkota imi, maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 4 Bab Il tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi Dan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar, dicabut dan dinyvatakan
tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2017
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— IBNLI SINA
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Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

A

H. HAMLI KURSAN]

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 26
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